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BAB IT

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG GARANSI BANK

KAFALAH

1. Pengertian Kafalah

Kafaleh mempunyail beberapa nama, yaitu : kafa
lah, Dhomenah, Hamalsh, dan Za'amah.( Wahbah Az Zuhay
ly, V, 1989 : 130 ). Kata "Kafalah" dalam Bahase Arab

- e . /
berasal dari kata : WS- CyLS; -
yang artinya : (;)\4,42)\ yakni penanggungan .

( Louis Ma'luf, 1986 : 691 ). Kata " Kafalah " Jjuga

berarti " Adh Dhammu " yang meksudnyes adalah mengga

bungken. ( A.W. Munawir, 1982 : 1311 ).

Sedangkan menurut pengertian istilah (syara'),
para ehli figh madzab Hanafi mendefinisikan "kafalah"
sebagai proses penggasbungan tanggungsen, dari orang
yang menanggung (kafiil) menjadi tanggungan orang
yang ditanggung ( ashiil.) daelem hal tuntutan / per
mintsen berupas materi, hutsng atau pekerjsan. (Sayyid

Sabig, III, 1983 : 283).

Sementara menurut Malikiysh, Syafi'iysh dan

Hanabileh, Kafaleah adalah pengumpulsan tanggungan
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dari orang yang menanggung ( dhomin ) kepada orang
yang ditanggung ( madhmun 1anhu ) dalam hal keharus-
an memenuhi kewajiban (prestasi)'atau dalam hutang.
( wahbah Az Zuhayly, V, 1989 : 132 ). Dengan demiki-
an, hutang (prestasi) itu tetap‘dalam éanggungan ke

duanya. ( Ibnu Qudamah, Iv, T.t : 3444)

Dasar Hukum Kafalah

Kafalah, secara umum (global) telah disyari'-
atkan baik dalam Al Qur'an, As Sunnah maupun dalam
Ijma'. Adapun dalam Al Qur'an, ayat yang berkenaan
dengan kafalah antara lain terdapat dalam konteks

redaksi ayat ke 72 dari Surat Yusuf, yaitu :

[ / /’/ .« .72, /'—/- oo\’
T U ; A .
Wf~Mw)(¥y$§;xfﬁwk€?1d%uég
Artinya :
Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya -
akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban

onta, dan Aku menjamin terhadapnya. ( Depag RI ,
1982 : 360 )

Menurut Ibnu Abbas, bahwa kata " Az Za'im w dalam

ayat tersebut berarti "Al Kafiil", yaitu penanggung.
( wahbah az zZuhayly, V, 1989 : 131 juga Ibnu Quda-

mah, IV, T.t : 344 )

Selain berdasarkan ayat tersebut, pada ayat



ke 66 surat Yusuf juga tersirat adanya praktek kafalah

dengan redaksi nash sebagai berikut
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Artinya :

( Ya'kub ) berkata : "Sekali - kali aku tidak akan
melepaskannya (pergi) bersamamu, sebelum kamu memberi
kan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah, bahwa

kamu pasti akan membawanya kembali padaku". (Depag RI,
1982 : 359)

Sedangkan dalam as Sunah (al Hadits), yang mene -

rangkan tentang kafalah, antara lain hadits dari Abi Uma

mah, Bahwa Rasul Saw. bersabda

51
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Artinya

Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti mem
bayar. ( Ahmad, V, T.t. : 293

Juga berdasarkan hadits dari Salamah bin Akwa' ,

yaitu :
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Artinya :

Bahwa Nabi Saw. didatangi dengan janazah untuk di
shalatkan atasnya, maka beliau bertanya : Apa dia mem
punyai hutang 7 Mereka menjawab, tidak. Ialu Beliau
shalat atasnya. Kemudian datang lagi janazah lain,maka
beliau bertanya: Apa dia mempunyai hutang ? mereka men
jawab, Ya. Lalu beliau berkata, shalatlah kalian atas
shahabatmu itu. Maka berkata ADbi Qatadah : Saya akan
menanggung hutangnya ya Rasul, Maka shalatlah Nabi
atasnya. (Bukhari, III, T.t, : 126)

Dalam riwayat lain, Abu Bisyir Qubaisyah bin al Ma
khariqi, berkata

P ’,’/I - > e 27, 7 .‘.. Acs ~ % :‘ e AR D
5 e Ngoss M5 T U e s d gy 8l N
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Artinya : \‘\f’-EJ"& ’A.\w-\}\‘\\ = ;\3\«,%&»5- g\"’J 0=
»~
Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya da-
tang dan meminta bantuan Nabi. Maka beliau bersabda
Kami akan melunasi dan mengeluarkan (tanggungan itu)

darimu dengan unta shadagah. Dan beliau berkata lagi

Kami akan mengeluarkan jika ada shadagah atau jika ada
Unta shadagah. Lalu beliau berkata : Ya Qubaisyah, se
sungguhnya tidak benar meninta-minta, dan diharamkan
kecuali dalam tiga hal : seorang yang memikul suatu

tanggungan‘maka diperbolehkan ia meminta bantuan se-
hingga ia dapat melunasinya... (Ahmad, III, 1978 477)

Sedangkan dasar kafalah menurut Ijma+adalah, bah
wa telah berijma' kawn muslimin atas pembolehan
kafalah ( dhoman ) secara umum (global), karena keperluan
/ hajdt manusia kepadanya dan untuk menolak bahaya

dari orang yang berhutang . ( Muhammad syarbiny al kha-
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tib, II, 1958 : 198; juga dalam Wahbah Az Zuhayly,
v, 1989 : 131 ). |

Selain berdasarkan alasan di atas, para ula
ma' telah berijma' dalem membolehkan kafalah, karena
orang Islam pada masa Nubuwah telah melakukannya,
bahkan sampai saat ini tidak seorang ulama'pun yang

menentangnya. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 284)

Rukun dan Syarat Kafalah

Para ulama' banyak yang berselisih pendapat
mengenai rukun kafalah; walaupun sebenarnya kalau
dicermati inti dari pendapat-pendapat itu adalah
sama. Adapun menurut Jumhur Ulama', rukun kafalah

adelah sebagai berikut

a. Dhomin (penanggung), yaitu orang yang berkewajib
an melakukan/memenuhi hal yang ditanggungnya,
yang hal itu asalnya merupakan kewajiban dari si
tertanggung. Dhomin disebut jugs dengan kafiil.

b. Madhmun, yaitu setiap hak yang boleh diwakilkan;
yanzg wajib dipenuhi oleh tertanggung.

c¢. Madhmun 'anhu (tertanggung), yaitu setiap yang
dituntut untuk memenuhi. Maksudnya adalah orang
yang berhutang (debitur). Disebut juga ashiil

atau makful 'anhu.
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d. sighah, yaitu berupa ijab dari penanggung dan qabul

dari orang yang memberi hutang.

Sementara itu, Imam As Syafi'i menambahkan satu rukun

lagi, yaitu : |

e. Madhmun lahu ( kreditur ), yaitu orang yang memberi
hutang, dan disebut juga Makful lahu. { WJahbah Az

zuhayly, VvV, 1989, 134 )

“Menurut Abu Yusuf dan Jumhur Fuqgaha, bahwa ru-
kun kafalah hanyalah ijab, sedangkan qabul bukanlah -
termasuk rukun. Dengan demikian, dalam kafalah telah

cukup (sah) dengan adanya kafiil saja tanpa makful lah.
memberikan gabul. ( Wahbah Az zuhayly, V, 1989 : 134 )

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan golongannya, bahwa
rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan gabul. Adapun
selain itu adalah termasuk syarat. ( Abdurrahman al Ja-

ziri, III, 1969 : 226 )

Untuk masing-masing rukun kafalah tersebut, ada

syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Dhomin. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas
terpenuhinya kewajiban/hutang (prestasi) debitur
/tertanggung kepada kreditur, maka dhomin harus me-

menuhi beberapa syarat, yaitu :

Il Berakal dan baligh. Jadi tidak sah ! "penanggung.



23

adalah seorang anak kecil; orang gila, den orang
_yeng bodoh; serta tidek adanya rusdy ( kemampuan
untuk membedakan yang basik dan yang buruk ). Se
lain itu, kafiil ( penanggung ) harus memiliki

hak untuk bertindak dalam urusan hartanys.

2). Merdeka ( bebas ). Dengan demikian, make budak
tidek boleh menjadi kafiil ( penanggung ). (Wah
bah Az Zuhayly, V, 1989 : 140 ).

Abdurrahman Al Jaziri dalam Kitadb sl Fiqih
'ala al Madzahibi al "arba'sh mensmbehkan tiga sya

rat lagi bagi penanggung, yaitu :

3). Bukan seorang perempuasn yang bersuami
4). Bukan orang sakit yang membshayakan apabila me

nanggung lebih dari sepertiga dari hartanysa.

5). Tidek boleh bagi penanggung menanggung huteang

sampai menghabiskan semua hartanys.

Selanjutnya al Jaziri menjelaskan, bahwa sya-
rat yang keempat dan kelima tersebut hanys merupakan
syarat tambahan atau penyempurna saja, dan bukan
merupakan syerat sah, Sebab tanpa kedus syarat ter
gebut aqad kafalsh sudah sah. (Abdurrahman sl Jaziri
CIII, 1969 : 228 )
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Adapun dalil yang digunaken sebagal sandaran
daleam pembatasan jumlah sesuatu yang boleh ditang
gung ini sntara lain adalah firman #11an yang mela-
rang menjatuhken diril ke dalem kebiﬁasaen, sebagai

mana redaksi umum syat :

Artinya

Den janganleh kamu menjatuhkan dirimu sendiri
ke dalam kebinasaan. (Depag RI, 1983 : 47)

Juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqa-
rah (2) ayat 185 :

- « S - .
DRl L PRl Gt
Artinya
Allah menghendaki kemudahan bagimu, den tidak
Te2%h§ndeki kesukaran bagimu. ( Depag RI, 1983
Ayat lain yang Jjuga relevan dengan ayat diatas, ada
lah pads éurat Al Maidah (5) ayat 6 : ( Depag RI,

1983 : 159 ).

Madhmun atau makful bih, yaitu orang atau barang

- atau pekerisan yang harus dipenuhi oleh tertanggung

(madhmun 'anhu). Jadi, madhmun merupakan hutang



atau prestasi yang wajib dipenuhi oleh terjamin

(debitur) kepada kreditur atau madhmun lahu. Adapun ‘-,

syarat untuk madhmun adalah :

1). Madhman / makful bih harﬁs ada dalam tanggungan
ashil.
2). Makful bih harus harus dapat dibayar oleh kafil
| ( kafil mampu untuk membayarnya ) agar akad itu
bermanfaat. Menurut jumhur ulama, madhmun ini
adalah dalam hal haeta benda. ( Wahbah az Zuha-
ily, V, 1989 : 143 - 145 )

. Madhmun 'Anhu (terjamin), yaitu orang yang ditang -

gung karena mempunyai hutang atau kewajiban, dan di
sebut Jjuga ashil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi

bagi terjamin, adalah :

1l). tertanggung harus mampu untuk menerima makful
bih, baik dengan dirinya maupun wakilnya. Ini
merupakan syarat khusus bagi Abu nanifah.

2). tertanggungn harus diketahui oleh penanggung .
Jadi tidak sah kalau kafil/penanggung mengata-
kan : "Aku menanggung apa-apa atas seseorang da-

ri manusia", ( Wahbah Az Zuhayly, V, 1989 :141)

Sighah. Kafalah harus dimulai dengan sighah yang

jelas (mu'ayyanah). Adapun lafad-lafadnya menurut
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Hanafiah dan Syafitiyah dapat dengan shareh ( te-
rang/ jelas) ataupun dengan kinayah (kiasan),yakni
setiap lafad yang dapat menimbulkan’perjanjian me
nurut adat kebiasaan. ( Muhammad Syarbiny, II ,

1958 : 206 ; juga Wahbah Az Zuhayly, v, 1989 135)

e. Makful lahu, yaitu kreditur atau orang yang mem-
berikan hutahg. Untuk kreditur, disyaratkan pen-
jamin mengenalnya, karena manusia itu tidak sama
dalam hal tuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk ke-
mudahan dan kedisiplinan. Adanya tuntutan yang
berbeda-beda itu, sehingga bila penjamin tidak me
ngenal kreditur maka jaminan itu dianggap tidak

benar. ( Sayyid Sabigq, III, 1983 : 283 )

4., Macam-macam Kafalah

Pada dasarnya, kafalah dibagi menjadi dua ma-

cam, yaitu :

a. Kafalah dengan jiwa ( Kafalah Binnafs )

b. Kafalah dengan harta (>Kafalah Bilmaal ). ( Say-
yid Sabig, III, 1983 : 285 juga Wahbah az Zuhai-
ly, V, 1989 : 135 )

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu menge-
nai garansi bank, maka dalam hal ini kafalah yani

akan dibahas disini adalah kafalah dengan harca. LDan
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galah satu bagian dari kafalah dengan harfa adalah
nkafalah biddain¥, yaitu suatu kewajiban membayar hu-
tang yang menjadi tanggungan orang lain. ( Sayyid Sa-
biq, III, 1983 : 286 ). Kafalah jenis ini pernah ter
jadi ﬁéda masa Kasulullah, sebagaimana yang terdapat
dalam hadits Salamah bin Ahwa', bahwa Nabi Saw. tidak
mau menshalati janazah orang yang mempunyai hutang,
sehingga ada orang lain yang mau menanggungnya. ( Bu-

khori, III, T.t : 126 )

Dalam kafalah biddain, terdapat beberapa syarat

yaitu

a. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu
terjadinya transaksi jaminan. Seperti hutang gqirad,
upah ataupun mahar. Jika syarat tersebut tidak ter
penuhi, maka kafalah menjadi tidak sah. Seperti ji-
ka dikatakan : "Juallah kepada si Polan, dan aku
berkewajiban menjamin pembayarannya', atau : " Aku
berkewajiban menjamin gantinya®. Ini adalah menu-
rut madzab As Syafi'i dan Muhammad Bin Hasan serta
Az Zahidiyah. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu
Yusuf berpendapat membolehkan yahg demikian itu .
Mereka mengatakan, bahwa menjamin gsesuatu yang ti-

dak wajib ditanggung hukumnya sah.

b. Bahwa sesuatu yang dijamin itu diketahui.
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Meka tidak sah menanggung/menjemin sesuatu yang tidak
diketshui, karena hal itu termasuk gharar. Sebagaimana

yang terungkap dari keumuman redaksi hadits :

A
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Artinys : -
Dari Abu Hureirah R.a berkata : telah mencegah
Resuluiian Saw. terhadap jusl beli dengan iontaran
batu kecil aen yang berunsur gharar. ( Muslim, II,
r‘.‘t. : 4 ) N
Pendapat tersepbut adalsh menurut madzab Syafi'i dsn

Ibnu Hazm. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 287 )

Fuqahs telsh sependapat mengenai tanggungan har
ta, bahwa bila tertanggung meninggal atau- bepergian,
maka penanggung hatus mengganti kerugian. Sedangkan
menurut Abu Tssur, boleh bagi kreditur menuntut penang
gung meskipun tertanggung bepergian atau tidsak, kaya
atau miskin, sesuai hadits dari Qubaisyah bin al Msakhs
riqi : .
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Artinya

Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya
mendatangi dan meminta bantuan kepada Nabi, maka
beliau bersabda : Kami akan melunasl dan mengeluar
kan (tanggungan itu) darimu dengan unta Shadagah .
Dan beliau berkata lagi : Kami akan mengeluarkan
jika ada shadaqah atau jika ada unta shadaqah. Lalu
beliau berkata : Ya, Qubaisyah, sesungguhhya memin
ta-minta itu tidak patut, dan diharamkan kecuuli
dalam tiga hal : gescorang yang memikul suatu tang
gungan maka diperbolehkan ia meminta bantuan se-
hingga ia dapat melunasinya. (Ahmad, 111, 1978 @ 477)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa, Nabi
membolehkan penuntutan terhadap orang yang menanggung,

tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang ditanggung.

Mengenai masa wajibnya tanggungan dengan harta,
yakni masa penuntutan kepada penanggung, maka ulama'
sependapat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya
hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan penga

kuan ataupun saksi. (Ibnu Rusyd, II, T.t : 22%)

Kembali (Rujuk)nya Penanggung kepada Tertanggung

Apabila orang yang menanggung telah memenuhi

kewajibannya untuk orang yang ia jamin (madhmun 'anhu)
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berupa hutang, maka ia boleh kembali kepada tertang-
gung. Karena ia telah mengeluarkan harta untuk ke-
pentingan yang bermanfaat bagi tertanggung. Dan da-
lam hal ini keempat Imam madzab telah sepakat. (Say-

yid sabiq, III, 1983 : 28%)

Jadi, dengan adanya akad kafalah bukan berar-
ti si tértanggung dapat begitu saja terlepas dari
tanggungan hutangnya, karena ia masih terikat dengan
prestasi yang telah dilakukan penjamin dalam memenu-
hi/melunasi hutang dirinya (terjamin). Dan menurut
salah satu pendapat Imam Malik, bahwa tidaklah bagi

kreditur menuntut penanggung, kecuali ada uzur dari

tertanggung. ( Wahbah Az Zuhayly, V, 1989 : 150 )

Pendapat yang kuat dari jumhur juga mengata-
kan, bahwa tertanggung masih terikat dengan hutang,
karena sesuai dengan arti kafalah, yaitu menggabung-
kan tanggungan kepada tanggungan di dalam hak tun-
tutan. Sedangkan kalau tertanggung terbebas dari
hutangnya, berarti tidak ada penggabungan (kafalah),
melainkan menjadi transaksi pemindahan hutang = atau
dalam fiqh disebut Hiwalah. ( Wahbah az Zuhayly, V ,
1989 : 150 ). Jumhur mendasarkan pendapatnya terse-
but pada hadité yang menyatakan bahwa jiwa seseorang
tergantung pada hutangnya, sehingga dia membayarnya.

( Ibnu Majah, II, T.t : 806 )
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Adapun syarat-syarat diperbolehkannya bagi pe-

nanggung (kafiil) untuk kembali kepada tertanggung ,

adalah

a. Kafalah itu hendaknya dengan seijin/perintah dari
tertanggung. Sehingga jika tidak dengan seijin
atau perintahnya maka penanggung tidak boleh kem-
bali kepada tertanggung, karena penanggung pada
waktu ini dianggap menjadi pendermé dengan apa=-apa
yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana peris
tiwa Nabi menshalatkan atas janazah dengan tang-
gungan dari Abu Qatadah. ( Muhammad Syarbiny Al
Khatib, II, 1958 : 209 ;juga Imam Abi Ishaq Ibra-
him, I, T.t : 341 )

Sedangkan menurut Malik dan Ahmad tentang
periwayatan ini adalah bahwa tidak disyaratkan
dalam penanggungan harus dengan seijin tertanggung
karena pengembalian atas hutang itu adalah wajib.
Adapun> Abu Qatadah, maka sesuangguhnya ia hanya
sebagai penderma dengan pelunasan itu, agar Nabi
mau menshalatkan atas janazah itu. Sedangkan orang
yang berderma itu tidak mengembalikan dengan sesu-
tu yang telah dibayarnya. ( Ibnu Qudamah, IV, T.t:

353 Juga Ibnu Rusyd, II, T.t : 294 )

b. Kafalah tersebut hendaknya dengan ijin yang sah.
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yaitu dengan ijin dari seseorang yang telah dewasa
yang mengakul atau menyatakan ikrar bahwa dirinya
berhutang. Dengan demikian, tidak dianggap sah ijin
dari anak kecil yang belum dewasa/baligh dalam hal
pemberian atau penggunaan harta. Sebagal akibatnya
maka bagi penanggung tidak berhak kembali kepada
tertanggung atas apa yang telah dibayarnya. (Wahbah
Az Zuhayly, v, 1989 : 156)

Hendaknya ditegaskan adanya penyandaran tanggungan
tersebut kepada orang yang ditanggung. Seperti de-
ngan menyatakan kepada penanggung bahwa ia menang-
gungnya. Karena jika belum/tidak disandarkan kepada
dirinya, maka tidak bemnar makna dari peminjaman yang
terlaksana antara penanggung dan tertanggung. ( wah-

bah Az Zuhayly, V, 1989 : 156 )

Hendaknya tidak ada hutang bagi tertanggung kepada
penanggung, seperti hutang yang ditanggung/dibayar
oleh kafil (penanggung). Karena jika ia  membayar

hutang itu, maka keduanya terjadi saling menghutangi.

.( wahbah Az Zuhayly, V, 1989 : 157 )
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6. Meﬁgambil Upeh atas Penanggungan (kafalah)

Mengambil upah atas penanggungan adalsh diboleh
kan, karena pekerjaan itu edaslah halal dan mengandung
manfaat yang sempurna dan dapat diketahui dan diserah
kan serte manfaat itu bukanlsh hal yang diharamken .

( Sayyid Sabigq, III 1983 : 200 - 201 )

Adapﬁn dalil yang dibust landasan pembolehan
ini adalah firman Aliah, yaitu :
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Artinys

Dan jike kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidek ada dosa bagimu apahila kamu mem
berikan pembayaran menurut yang patut. (Depag RI,
1983 : 57 )

- Sedangkan dasar dari as Sunnsh adaslsh hadits
dari 'Aisyah yaitu :
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Artinya

pari Aisysh r.a, berkatae : Nabi Saw. dan Abu Ba-
kar telah mengupah seorang laki-leki deri Beni Diel
gebagai penunjuk jalan yang mehir, sedangkan si laki
laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok
agamanye orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bs
kar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut lalu me
nyerahkan kedus kendaraan mereka kepadanya, den me
reka menjanjikan untuk bertemu di gua Tsaur setelah
tiga malam. Si laki-laki itu kemudien dateng kepada
mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di
pagi hari psde malsm yan ketiga itu, lalu mereka
pergi (menuju Madinahi. %Bukheri, III, T.t : 116 )

Juga berdasarken hadits lain, ysitu :

7 -

R R B 0 G2 o ! o
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Artinya

Den dari Ibnu Abbas r.a, ia_berkata :  Nabi Saw .
Eernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada tu

ang bekamnya itu. Seandainya yanes demikian itu ter
larsng, niscaya beliesu tidek akan memberinya.(Bukhari
III, T.t : 112)

Selain syarat-syarat yang telah disebutksn diastas,
disyaratkan pula bahwa, imbaslan (upeh) tersebut harus mem
punysi nilei yang jelas diketahui. Sebagaimana hadits

berikut
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Artinys
Dari Abi Sa'id &l Khudry r.a., bahwa Nabi Saw. te
lah melarang seseorang buruh meminta upah, sehingga
lebih dehulu dia harus menerangkan (jenis) upahnya
itu. Dan Rasulullsh saw. melarang jual beli najsy dan

sent?han serta dengen melempar batu. (Ahmed, III, 1978
: 59).

Mengenai wektu pembayeran upsh, dapat dilakukan se
suai kesepakatan para pihek, atau dapst juga menurut adat
kebiasaan yeng berlaku. Kalau keduanya tidak ada; maka
dapat dikembelikan kepada hukum asal; yaitu setelah  man
faat dinikmati. Dalil yang dapat digunekan dasar mengenai

waktu pembayaran upah, terdepat daelaem hadits berikut

/'/// : /o‘//"/ )/"/’ /’)/}.")a/
S Al gl AS e Gl s ggffxvjfe-af\xjylgi

Artinys

Berikanlah upah buruhmu, sebelum kering keringat-
nya. ( Ibnu Majjeh, II, T.t : 817 ) '
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B. AR RAHNU ( JAMINAN HUTANG )
1. Pengertian Ar Rahnu

Dalam Bahasa Arab, kata " Q}Q)” vang bentwic jama!
nya adalah "\)LQ/“ mempunyai arti barang gadai atau
yang tergadai.( Al Marbawi, T.t : 253 ). Sedangxan kata

L}Qy)‘" berarti ﬂ Lr9«3€u;:/’/c’\a“ yaitu sesuatu
yang diberikan sebagai jaminan hutang (Louis Ma'luf,
1586 ; 284 ). atau juga berarti " T\)JJXD\;» =N\ yaitu
tetap ( Ali Pikri, 1938 : 315 ). Sedangkan menurut Al
Mawardy, kata " gﬂzﬁ\” itu berarti ™ &f&g¢>9\", vaitu
tertahan(Asy Syarbiny, 1958 : 121 ). Hal ini sebagaima-

na firman Allah :
- é’n / aLcs
(m-.\/s-),,)\g/f,.) MJ‘M«S \,&@_:u

Artinya :

P

r
-

Tiap-tiap diri beserta usahanya tergadai disisi
Tuhan. ( Depag RI, 1983 : 995 )

Juga berdasarkan ayat

% ,
. ” - Vd / }/
k<\ ‘.J)SP_)\'- LD )M' ) L’)’:\_{)‘) . "4«‘«5 . / \y
Artinya :

Tiap~-tiap manusia terikat dengan apa yang diker-
jakannya. ( Depag RI, 198% : 866 )

Menurut istilah syara', kata "bﬁtp\" berarti :

« s D, 0 -

—LJ".)u ij\fo)&w\aw\@w&x}
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n/”,/o 9 0 )a/'/ ,U/ )o/ (.})v
(A= —/\L/u;a\ﬁe—x: FEUTARE AU TR 0 S e
~ Pl e
Artinya
Menjadiken barang yang mempunyei nilail menurut
pandangan syara' sebagal jaminan hutang, sehingga
membolehkan orang yang bersangkutan mengambil hu-

tang dan dies bisa mengembil (sebagian) manfeat dari
barang tersebut. ( Al Jeziri, III, T.t : 319 )

Sebagian Fuqasha' yang lein juga memberikan pe

ngertien "Ar Rahnu" dengan

2 /f/'- 9/}.9/

S\ s w70 70w, a Ve s 7
éﬂ{ji \}4¥@@dbfseg§$?Akﬁgfy”gﬁsz?
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Artinya
Menjadikan barang bernilai sebagai jaminan hu-
tang, dimana ekan dibayar dari hutang tersebut aps

bila terpaksa tidak dapat melunasi hutangnya. ( Asy
Syarbiny, II, 1958 : 121 )

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas
dapat diambil suatu pengertian, bahwa "Ar Rahnu" adalah
hubungan seseorang yang mempunyail hutang kepada orang
lain, den menjadikan bareng miliknya sebagail jeminan

atas hutang tersebut, sehingga 1ia melunasi hutangnys

secara keseluruhsn.

Landasan Hukum Ar Rehnu ( Gadai )

Hukum Islem memperbolehkan pelaksanaan Ar Rehnu
( gadai ), sebagaimana diperbolehkannya juasl belil (Al1
Fikry, I, 1938 : 316). Diperbolehkannya gedai tersebut

dapat dimengerti, mengingat adanys manfaat yang besar
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di dalamnya. Karena dengan menggadaikan barangnya, maka

pemilik barang tersebut dapat mengatasl kesulitanrya .

Banyak sekall orang-orang yang membutuhkan cesuatu yang

sifatnya sangat mendesal, sedangkan untuk mcmenuhi ke-
butuhan tersebut tidak ada cara lain, kecuali hutang
kepada orang lain. Sedangkan untuk memperoleh hutang

tersebut juga akah sul¥t, kecuali dengan memberikan ja-
minan atas hutangnya, agar kreditur tidak kuatir atas

uang yang dipinjamkan itu.

Dasar hukum diperbolehkannya Ar Rahnu ( gadai ),
bersumber pada Al Qur'an, As Sunnah dan juga Ijma'. Da-
sar hukum dari Al Qur'an, disebutkan dalam Surat Al Ba-

qarah ayat 283%, yaitu :

as s 5 {_.// T /o/' ’ /
2‘*”3‘” V“?.r‘\"\g‘ ool )J\;‘*“é\“ w29
(SAY 2 Y ESN)

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah ti-
dak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh se

orang penulis, maka hendaklah ada bar ng tanggunvﬂn
yang dipegang ( oleh yang berpiutang ? Depag
1983 : 71 )

Disebutkan safar ( bepergian ) dan tidak memper-
oleh penulis dalam ayat tersebut, itu bukan berarti se
bagai syarat yang asasi untuk mengambil barang sebagai
tanggunsan. Tetapl yang demikian itu adalah hanya meru-

pakan udzur yang memperbolehkan tidak membuat surat dan
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menerangkan bahwa barang gadai itu adalah sebagai ganti

dari surat(keterangan). (Hasbi Ash Shiddiqie, 1967 : 88)

Ayat tersebut juga memberikan pengertian, bahwa
tidak adanya penulis itu hanya terbatas dalam Kkeadaan
bepergian, artinya bukan di tempat kediaman , karena
membuat kKeterangan itu dianjurkan Allah terhadap orang
yang berada di kediéman dan mengadakan transaksi hutang
piutang, sebagaimana firman-Nya : |

—
2 1 PR Y AL

7 Z 7 - /1 s\ oo ) e % /)/’T
- U oA A DG AR N g G g

z -
Y e
(<A< - QJJ4“) éi;LLf

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-
muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di
tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ( Depag RI,
1983 : 70 )

Artinya

Adapun hadits-hadits yang dapat dijadikan dasar

hukum diperbolehkannya gadai, diantaranya adalah :

/
w €22 7¢ )‘\Sﬁ° w2 e s _
)¢ 20 . : \b A
;gw.w—f 32 g2 a5y 0T QB et o
‘ o 7 ¢ 7 ¢ /7% . o
(o= 0Vs)) 4}1}3{_()41»{4\/\?&!\95\:»313&)
Artinya :

Dari Anas berkata : "Nabi Saw. pernah menggadai-
kan sebuah baju kepada seorang yahudi di Madinah
dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk
keluarganya". ( Ahmad, 1978 : 133 )
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Artinya

Dari Aisysh R.a, bahwa sesungguhnye Nabi Saw. per
nah membeli makanan dari seorang yshudi secara ber
tempo, sedangken Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju
(besi) kepadanya. ( Bukhori, III, T.t : 186 )

' A -

Z /s w .,}/,, . -
LL:\\& (/;5‘\/)\3{33 {u\aw\dy\)d\j\g\d\zéju\c—b@
p s s
'UJL{)\O\JJ “‘LLJ.) 4_4\—0_)3
Artinya
Dari Aisysh R.a berketa : Rasululleh Saw. pernah

membeli darl seorang yshudi sebuah makanan danbeliau
menggadaikan baju besinya. (Bukhori, III, T.t : 187 )

/ VNS s n//

'O_)\d“!\oj_)
Artinys
Dari Anas R.a berkata : Sesungguhnya Nabi Saw.

telah menggadeikan baju besinyas dengan gandum
( Bukhori, III, T.t : 186 ) :

Dari hadits-hadits Nabi yang menerangkan bahwa
Nabi pernah menggaedaikan baju besinye sebagei tanggungan
hutang, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa perjanjian

gadai/penanggungan huteng itu diperbolehkan dalem Islam.

Para Ulama' telah sepaskat, bshwa gadai itu diper-



3/
41

bolehkan, bahkan mer=la tidak pernah mempertentangkan
tentang dasar hukumnya ( Abdurrahman Al Jaziri, T.t :
320 ). Gadai yang diajarkan dalam Al Qur‘an dan  di-

praktekkan oleh nabi tersebut, dalam perkembangannya
dilanjutkan oleh para fugaha' dengan jalan ijtihad.
Misalnya ; tentang siapakah yang berhak memelihara

barang gadaiselama barang itu berada di dalam kekuasa

an pemegang gadai. Apabila gadai itu diselenggarakan

oleh negara, maka apakah bolch rumah gadai itu meng-
ambil biaya pemeliharaan dengan cara prosentase dari

hutangnya. ( Azhar Basyir, 1983 : 51 )

Dari sekian banyak dasar hukum yang telah di

kemukakén diatas, menunjukkan bahwa :

a. Diperbolehkannya Ar Rahnu / gadai itu telah menja-
di ijma' ulama.

b. Ar Rahnu / gadai dalam perjalanan itu bukanlah men
jadi syarat sah, tetapi hanya merupakan suatu ke-
laziman saja ; sebagaimana dalam Surat Al Bagarah

ayat 283.

Rukun Ar Rahnu / Gadail

Menurut Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya
Kitabul Fiqh ‘ala Mazahibil *Arba'ah, menyebutkan, bah-

wa rukun gadai itu ada tiga macam, yaitu :
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a. Akad kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian,
yang melipyti penggadal sebagail pemilik barang ‘dan
pemegang gadal sebagai kreditur ( pemberi hutang ).

b. Ma'pud Alaih, yang terdiri dari dua bagian, yaitu :
1). Benda yang digadaikan
2). Nutang dalam padai

c. Sighat akad ( Abdurrahman al Jaziri, T& . : 320 )

Hanafiah mengitakan bahwa rukun gadai itu hanya
satu, yaitu ijab dan qabul. Karena ijab dan qabul itu
merupakan hakekat dari suatu perjanjian. sedangkan gse-
lainnya tidak termasuk rukun, sebagaimana dalam jual

beli ( Abdurrahman Al Jagziri, II , T% I : 320 )

Sedangkan menurut Muhammad Syarbiny dalam Mughny
al Muhtaj menyebutkan, bahwa unsur atau rukun gadai itu
ada empat macam, yaitu : Sighat ( pernyataan yang dike-
mukakan untuk mewujudkan suatu perjanjian antara peng-
gadai dan pemegang gadai ), para pihak yang mengadakan
perjanjian gadai, barang gadai dan hutang. (Asy Syarbi-

ny, II, 1958 : 121)

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A, bahwa
rukun gadai itu terdiri dari empat macam, yaitu : Peng-

gadai yang disebut juga " Rahin ", Femegang gadai yang

disebut " Murtahin ", barang gadai yang disebut " Mar-

hun " dan sighat akad. ( Aghar Basyir, 1983 : 50 )
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Ali Pikri mengatakan, bahwa rukun gadal hanya

dua, yaitu : pertama ijab dan yang kedua qabul, yang
isinya menunjukkan maksad penazhaman suatu benda seba-

gai jaminan kepercayaan atas hutang, itu saja =1 sudah
mencukupi. Jadi tidak harug menggunakan kalimat terten-

tu. ( Ali ¥ikel, IT, 1938 : 318 )

Falau dipefhatikan dari beberapa rukun zadai
sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama diatas
maka seakan akan berbeda antara satu dengan yang lain-
nya, namun sebenarnya pada prinsipnya adalah sama, ka-
rena pada dasarnya pada suatu transaksi yang dilaksa-
nzkan oleh dua orang atau lebih, maka di dalamnya ter-
dapat suatu perjanjian, dan dalam perjanjian itu sen-

diri ada/terkandung rukunnya.

Dari sekian banyak rukun gadai yang tersebut
diatas, pada prinsipnya dapat dijadikan menjadi empat

rukun, yaitu :

a. Sighat, yang meliputi ijab sebagal pernyataan yang
.C\Q ;-L.v.\,r'
berhutang ( ‘debitur ), dan gabul sebagail kesediaan
dari orang yang memberikan hutang.
b. Orang yang mengadakan transaksi, yaitu penggadai -
vang menyerahkan jaminan hutang dan pemegang gadai

sebagal orang yang menerima jaminan.

c. Barang yang dijadikan jaminan hutang.
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Sesuatu yang diberikan jaminan, yaitu berupa hutang.

4. Syarat-syarat Ar Rahnu ( Gadai )

Perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh peng-

gadai dan pemegang gadai dipandang sah, apabila telah

memenuhi syarat-syarat, baik yang berhubungan dengan

kedua belah pihak maupun yang bérhubungan dengan ba-

rangnya itu sendiri.

Menurut Hanafiah, bahwa syarat-syarat gadai itu

ada tiga macam, yaitu :

a.

Syarat yang mengikat kedua belah pihak. Hendaknya
barang gadai itu berupa harta dan telah diterima
oleh pemegang gadai, dan harta tersebut dijadikan
sebagai jaminan atas hutang penpgadai. ( All Fikri,
I:, 1938 : 319 )
Syarat sahnya perjanjian gadai, yang terdiri dari
tiga macam, yaitd
1). Yang berhubungan dengan akad, dalam hal ini ada
dua Qal, yaitu :
a). Tidak digantungkan pada syarat yang meng-
hendaki tidak terjadinya akad.
b). Tidak disandarkan pada waktu; Misalnya "Sa-
ya gadaikan barang ini padamu selama dua

bulan atau tiga bulan".
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Yang berhubungan dengan barang gadai; dalam hal

ini ada beberapa hal, yaitu :

“a). Benda itu jelas, Sehingga tidak sah mengga -

daikan benda milik dua orang atau lebih, baik
benda itu dapat dibagi maupun tidak.
b). Benda itu dikuasai sepenuhnya oleh penggadai
¢). Benda itu mempunyai manfaat.
d). Benda itu bukan barang najis.

e). Benda tersebut bukan benda bebas, seperti pa-

dang rumput yang boleh digembalai oleh seti-

ap orang. ( Ali Tikri, T. , 1938 : 321 )
Yang berhubungan dengan pihak-pihak yang  meng-

adakan akad. Disyaratkan orang yang mengadakan
perjanjian gadai itu adalah orang yang berakal
sehat. Oleh karena itu tidak sah perjanjian ga-
dai yang dilakukan oleh orang gila, begitu Jjuga

anak kecil yang belum mumayyis.:

Anak kecil yang sudah mumayyis dan orang
safih yang sudah mengerti tentang muamalah, maka
perbuatannya dianggap sah asalkan telah mendapat
kan ijin dari walinya. Sedangkan balig itu bukan
merupakan syarat sahnya perjanjian gadai. ( Ali

Fikri, T, 1938 : 323 )



L9
46~

c. Syarat lazim ( keharusan ). Yaitu diterimanya ba-
rang gadai oleh pemegang cadai. Jika ijab gabul te-
lah dilakukan, maka perjanjian gadai itu telah sah ,
tetapi belum dianggap lazim kecuali dengan penyerah-
an barangnya. Oleh karena itu penggadai boleh memba-
talkan perjanjianlgadainya sebelum barang gadai itu
diserahkan pada.pemegang gadai., Demikian juga pihak
kreditur, berhak membatalkan pemberian hutangnya se-
belum benda jaminan diserahkan kepadanya. (Ali Fikri,
1", 1938 : 324 )

Sedangkan Malikiyahmengatakan, bahwa syarat gadai
terdiri dari eempat macam, yaitu :

a., Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak
yang mengadakan alad.

Setiap orang yang sah melakukan jual beli, me
nurut Malikiyah, maka sah juga melaksanakan perjan-
jian gadai.

b. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai (marhun).
Barang yang sah untuk diperjual belikan, maka sah
pula untuk digadaikan. Demikian . pula sebaliknya.

c. Syarat yang berhubungan dengah hutang penggadai (mar-
hun bih). Hutang ini disyaratkan harus kontan. O0leh
karenanya hutang yang diberikan kepada penggadai ha-

rus sudah diterima.
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W

d. Syarat yang berhubungan dengan akad. Telah dianggap
sah, bila tidak ada syarat yang menghalangi terjadi

nya akad.

Kalau menurut Sayyid Sabiq, bahwa syarat sahnya
akad gadai ada -empat, yaitu : berakal sehat, baligh ,
barang yang digadaikan itu ada ketika perjanjian di-
laksanakan, dan barang itu dapat diserahkan kepada pe-
megang .gadal atau dalam kekuasaan penggagai. ( Sayyid

Sabiq, III, 198% : 183 )
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C. Qaidah - gqasidah Fiqhiyah

Qaidah-qaideh Fighiyeh (Qewa'id Fiqhiyah) me
nurut pengertian behese adalah desar-dasar yang ber
talian dengsan meselsh-masalah/jenis-jenis hukum (fi-

qih). (Nazer Bakhry, 1994 : 110)

Sedangken menurut Mustafa Ahmad az Zaraqa, pe
ngertian qawa'id fighiyah adalah pokok-pokok fiqih
yang bersifat kully dalam teks-teks perundang- undang
an yang ringkaé, yang mencakup hukum-hukum yang di
syari'atkan gecara umum pada kejadian-kejadian yang
termasuk dibawah naungennya. (Nazar Bakhry, 1994
111 ).

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat
behwa yang dikehendaki dengan qaidah figh ialah kai-
deh - kaideh hukum yang yeng bersifat kulliyah yang

dipetik dari dalil-delil kully den dari maksud-maksud

syara' dalem méietakkan mukallaf di baweh bebanan
teklif dan dari memshamken rahasia-rahasia tasyri’
dan hikmah-hikmehnya. ( Hasby, 1980 : )

Alasan dipskainya qawa'id fighiyah delam studi
ini, dikarenakan tidak adanya dalil/nash yang shareh
(jelas dan tegas) yang menjelaskan terhadap peristiwa

hukum yeng askan dikaeji. Adepun qaidah-qaidseh fiqhiyseh
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yang aken dipergunekan dalem studi ini, edaleh sebagai

berikut :
Qaidah 1
,'v/, o , ", 0 .}ﬁ/.’
3;x¥5{\:Lr$'9\g3L}¢>3q
Artinys
Hukum pokok pada‘segala sesuatu adalah boleh.(As]
muni Abdurrehman , 1976 : 25 )
Qaidah 2 :
// ////.,q) ,,/’.,/
‘%ﬁ"\w\égiﬁ\
Artinya

Hukum itu mengikuti kemaslshetan yang rajih. (Asj
muni Abdurrehmen, 1976 : 71 )

Qaidah 3 :
v 'y s .,

s ? /,5
X%}JLJ\_;A;;(AL“Juta.é_ﬁ\j_ﬁ\‘u;)

LAY

Artinya
Menulak kerusekan/bahaya harus didshuluken deri
pada menarik kemaslahstan. (Asjmuni A, 1976 : 75)
Qaidah 4 :

D v~ O

FoadN i L s MRE TGy
Artinyas

Apabila gugur pokok, mekes gugur pulas cabengnys .
( Asjmuni A, 1976 : 34 ).
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Qaidah 5

Artinys
Pengikut menjadi gugur dengen gugurnya yang di-
ikuti. (Asjmuni A, 1976 : 59)

Qaideh 6

TN " o,),,)),:/

Artinyas

Kemudharatean itu harus dihindarkan menurut batas
batas kemungkinan. ( Asj muni 4, 1976 : 84 )

Qaidah 7

b s e, JRAK L 2 S

J° o
Artinys |
Sesuatu yang telah dikensl menurut adat kebiasaan

berkedudukan seperti persyaratan menurut syara'.(Asj
muni A, 1976 : 125)

Qaidah 8

) . .)/-: 4 / 1 4 "; 7 "] v/
Cood g e 2 el o
Artinya

Kerelaan terhadap sesuatu bergrti kerelaan pula
terha?ap apa-apa yeng mengikutinys. (Asjmuni A, 1976
: 80



Qaideh 9 |
S 770 rP e L e //)'ﬂ n L) P
Q\A‘Jﬂj\/\pwj q,)vo/\.a.,-.} L (52 )\_n__:\\Jt}sa 4
Artinys :

Hukum pokok pade akad adalah kerelaan kedua beleh
pihak yang mengedaken akad, hasilnya adalsh ape yang
ealéng di%ltizamkan oleh peraskaden itu. (Asjmuni A4,
1976 : 44

Qaidah 10 :

A R V- R I o5

0 < 1 o o /. 'j‘ - /! 5
X‘/ ;'—‘:.' ,\3 . o~ P "\J ‘—)',4 -~ . P g : \
Artinya

Sesuatu yang digantungkan kepada sesuatu syerat,
wajib adanya ketika adenya syarat itu. ( Asjmuni A ,
1976 : 125 )

Qaidah 11 :
2
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Artinya :

Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. ( Miftahul
Arifin den A. Peishal Haq, 1992 : 92 )

Qeidsh 12 :
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Artinys = = 4 g

Dipandang menurut keumuman lafadh, tidsk menurut
kekhususen sebab. ( Nazar Bakhry, 1994 : 190 ).



